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KANTOR Staf Kepresidenan,
jakarta, kedarangan searang peker-
ja rumah tangga (PRT) asal Cianjur,
Jawa Barat, bernama Riski Nur
Askia, kemarin. la merupakan kor-
ban kekerasan saat bekerja pada
sebuah keluarga di kawasan Kelapa
Dua, Depok, Jawa Barat. .

Riski yang datang didampingi
alktivis Jaringan Nasional Affvokasi
Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT)
mengaku disiksa majikannya baik
secara fisik maupun psikis, mulai
pemukulan, disiram dengan air
cabal, hingga kekerasan verbal
berupa ancaman-ancaman.

Remaja purri berusia 18 tahun
itu juga mengaku tidak menda-

patkan hak penuh atas pekerjaan

yang sudah dia lakukan. Gaji yang
dijanjikan, yaknl Rpl,8 juta per
bulan, tidak pernah dibayarkan

Kementerian/Jlembaga bersama
DPFR akan mempercepat penye-
lesaian RUU tersebut. Sejauh ind,
ditambahkan Moeldoko, secara
komunikasl politik, proses pe-
nyusunan peraruran perundangan
tersebut sudah berjalan baik. Ha-
nya saja, ada sejumlah substansi
yang masih harus dibahas’kem-
bali. :

Salah satunya ialah terkait de-
ngan penjelasan tentang pekerja
rumith tangga industrial dan so-
siokultural.

*Kalay sosiokultural, kan
seseorang yang dipekerjakan ka-
rena hubungan kekerabatan, Kalau
industrial, berkaitan dengan bisnis.
Ini yang perlu diatur'secara cer-
mat," ujar Moeldoko.

Ia juga mengingatkan jika di-
sahkan menjadi undang-undang,

secara penuh.

“Satu bulan saya digaji Rp1.8
juta, tapi selalu dipotong kalau saya
fnelakukan kesalahan, Enam bulan
kerja, saya hanya bisa bawa pulang
uang Rp2,7 juta.” tutur Riski

Mendengar kesaksian tersebut,
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
memastikan akan mendalami
persoalan yang menimpa Riski,
Kekerasan yang dialami banyak
PRT semakin mendorong tuntutan
perlindungan dengan payung
undang-undang.

“Apa yang dialami oleh Riski
ini akan menjadi endorsement
yang kuat untuk semakin sema-
ngat menyelesaikan RUU PPRT
(Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga) supaya tidak ada korban
lain,” kata Moeldoko.

produk hukum ito tidak boleh
bertabrakan dengan peraturan pe-
rundangan lain, sepértt UL Tindak
Kekerasan Seksual dan UU

Perlindungan.Anak.

KSP sebelumnya telah mem-
‘beéntuk Gugus Tugas Percepatan
Pembahasan RUU FPRT yang meli-
batkan Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dam Kebudaysan, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Kementerian
Soslal, Kejaksaan R1, dan Kepoli-
sian R

Di plhak DPR, Fraksi Partal
NasDem pun berupaya mendesak
agar RUU PPRT ségera dibahas dan
disahkan menjadi undang-undang.
(Pra/p-2)
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